
BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR ')^, TAHUN 2O2O

TENTANG
PENETAPAN BESARAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN

BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2O2O

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal T ayat (1) peraturan
Menteri Keuangan Nomor B/pMK.or /2azo tentang Tata caraPenyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun 2o2o perlumenetapkan Peraturan Bupati tentang penetapan Besaran DanaAlokasi umum Tambahan Bantuan pendanaan KelurahanKabupaten Karo Tahun Anggaran 2OZO;

Mengingat :1' Undang-Undang Drt. Nomor T Tahun 1gs6 tentangPembentukan Daerah otonom Kabupaten-Kabupaten dalamLingkungan.Daerah propinsi sumat..u. iJt".r" (Lemlaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1gs6 Nomor 5g, Tambahan Lembaran
- Negara Republik Indonesia Nomor LOg2);2. undang-undang Nomor 17 tahun 2003'ientang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo r 42861;3. undang-Undang Nomor i,2 Tahun 2a1,t tentang pemtrentukan

Peraturan perundang-undangan (Lembaran NJgara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembara' N"g..*Republik Indonesia Nomor s234) sebagaimana teiah diubahdengan undang-undang Nomor ls Tahun zarc tentang
Perubahan atas undang-undang Nomor 12 Tahun zall tentang
Pembentukan peraturan perunding-undangan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun zalg Nontr 183, Tambahan
Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 639g);+. undang-undang Nomor 23 Tahun 2ar4 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun zor4 Nomor224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
undang-undang Nomor 9 Tahun 201s tentang perubahan Ked,ua
atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemeritahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2a1,s Nomor58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
567e);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zoto Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5887);

6. Peraturan...



6. Peraturan pemerintah Nomor 1z Tahun 201g tentang Kecamatan(Lembaran 
_Negara Repubiik r"ao"**i" i.rr,rr, 2018- ivo*o, zs,Tambahanf,embara, N"g.ra Republik InJonesia Nom oi aiool;7 ' Peraturan pemerintah rvJmor 12 Tahu n zotg tentang pengeroraan

Keuangan Daerah (Lembara_n Negara Republik Indonesia Tahunzarc Nomor 42, Tambahan tembiran N&;r" Repubrik IndonesiaNomor 6322);
B. Peraturan presiden Nomor vB tahun 2arg tentang RincianAnggaran pendapatan dan Beranja rv"s*" Tahun e"sgi; 2a2o(Lembaran Negara Repubrik Indoiesiat n,rr, 2arc ivo"rio, aaol;9. Peraturan Menteri nahm Negeri nromor is rrr,r' zooa LntangPedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terahdiubah beberapa kali terakrrir"a."g"" p"i"trr.n Menteri DaramNegeri Nomor 21 Tahun 2otl t.rit""g perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Daram Negeri womoi 13 Tahun 2006 i.rrtrrrgPedoman pengeroraan Keuangan^Daerah (Berita Negara nepuuril<Indonesia Tahun 2Al1 t tomoie t O1 ; 

\-
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No*o, g0 Tahun 201s tentangPembentukan produk Hukum p-ry3h (Berita N*g"r" nefuni,<Indonesia Tahu, Z}LS Nomor 2036) **u*g*i*ana telah diubahdengan Peraturan Menteri Dalam w.geri 

^d*o, 
120 Tahun 201gtentang Perubahan atas peraturan Menteri Daiam N"g;ri NomorB0 Tahun 2o15 tentang pembentukan produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2aw rv"*o, iszt; 

'
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun zalg fentangKegiatan Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan danPemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara-n"p"urit

Indonesia Tahun 201,9 Nomor 139);
12. Peraturan Menteri Keuangan ]{omor B/pMK.ar/zazo tentangTata. cara penyaruran Dana Alokasi umum Tambahan Tahun2o2o (Berita Negara Republik Indonesia Tahun zo2a Nomor 46);13. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2olg tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun e"gg*rar- 2o2o(Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun zorg -ilio*o, 

06,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 05);14. Peraturan Bupati Karo Nomor 4s rahun 2olg tentang rerS,abaran
Anggaran Pendapatan dan Beranja Daerah Tahun a"!s*"" -2a2a
(Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2a1.g Nomor 4s);

MEMUTUSKAN:

MCNCTAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN DANA ALOKASI UMUMTAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN KABUPATEN
KARO TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

pasal 1

Dalam Peraturan-Bupati ini yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Kabupate, Iiu.ro.
2. Bupati adalah Bupati Karo.
3. Pemerintah Daerah ad"alah Kepala Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan
Pelaksanaan Urusan pemerintahan
Daerah Otonom.

sebagai Unsur
Daerah yang memimpin
yang menjadi kewenangan

4. Pemerintahan...



Pemerintahan Daerah adarah penyelenggaraan urusan
Pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan perwakilan
Ralryat Daerah menurut Azas otonomi dan Tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-ruasnya daram sistem danprinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Karo
yang dipimpin oleh Camat.
Kelurahan adalah bagran wilayah dari Kecamatan sebagai
perangkat Kecamatan.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang
disingkat APBD adarah rencana keuangan tahunan
ditetapkan dengan peraturan Daerah.
Dana Alokasi umum. yang selanjutnya disingkat DAU adalah
dana yang dialokasikan d,alam Anggaran pendapatan dan Belanja
Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan
keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah
dalam rangka pelaksanaan d,esentralisasi.
DAU Tambahan Dukungan pendanaan bagi Kelurahan yang
selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan pend.anaan
Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagr kelurahan di
Daerah kabupaten/kota yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan
sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan
masyarakat kelurahan.

BAB II
PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN

DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasai 2

Pagu alokasi DAU Tambahan Bantuan pendanaan Kelurahan yang
dianggarkan dalam peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06
Tahun 2oL9 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2o2o adalah sebesar Rp. 3.s00.000"000,00 (tiga
milyar lima ratus juta rupiah).

Pasai 3

DAU Tambahan Bantuan pendanaan Kelurahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 untuk setiap Kelurahan dialokasikan
dengan ketentuan dibagikan kepada seluruh Kelurahan secara
merata.
Rincian besaran DAU Tambahan Bantuan pendanaan Kelurahan
untuk masing-masing kelurahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah sebagaimana tercantum d,alam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

4.

5.

6.

7.

8.

selanjutnya
daerah yang

9.

{u

t2)

BAB III ...



BAB III
KE?ENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Feraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Sg* setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundansan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam nefra naerar,
Kabupaten Karn.

Ditetapkan di Kabanjahe
padatanggal 2€ oe; Z0gA

Diundangkan di Kabanjahe
Pada tanggal 'Le na i 2O2O

KABUPATEN KARO.

RKELIN PURBA

BEHITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2O2A NOMOR qf

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATT KARO
NOMOR 2 €- TAHUN 2}2CI
TANGGAL MARET 2820
TEN?ANG
PENETAPAN BBSARAN DAN
ALOKASI UMUM ?AMBAH,AN
BANTUAN PENDANAAN
KSLURAHAN KABUPATEN KARO
TAHUN ANGGARAN 2O2O

RINCIAN BESARAN DAU TAMBAHAN
BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN UNTUK MASING-MASING KELURAHAN DI DI

KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2O2O

TERKELIN BRAHMANA

flo I{ecamatan/Kelurahan Dau Tarnbahan
I KECAMATAfi I(ABAI{.IATTE

1

2
11.&LUI(Ar1AI\ LiUi\Li LE'T'O 350.000.000"-
KELURAHAN GUNG NEGERI 350.000.000,,t

-f KELURAHAN KAMPUNG DALAM 350.000.ooo,-
4 KELURAHAN PADANG MAS 350.O00.o00.-q, KIjLURAHAN LAU CIMBA 350.000"000,-

u KECAMATAI{ BERASTAGI
1 KELURAHAN GUNDALING I 350.000.000"-()
a KELURAHAN CUNNAHNG II s50,00G.000.-o
\.1 KELURAHAN TAMBAH LAU MI]I-GAP T 350.0OO.000.-
4 IL$LUI{Ar1AN 'IAM}JAK LAU MULGAP II 350.000.000.-

fiI
I KELURAHAN TIGABINANGA 3s0.000.000,

dTIIT{LAII 8.500.ooo.o00.-


